PIMPINAN DFRD KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR : 100.3.2/ 49 /419.050/2025

TENTANG

PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
KEDIRI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2025-2029 SESUAI EVALUASI GUBERNUR JAWA TIMUR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI,

Menimbang

Mengingat

. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur

terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, maka perlu
dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian;

. bahwa berdasarkan pertimbangan s:la:l:mgail'nai_ia"‘!I dimaksud dalam huruf a,

perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
tentang Penyempurnaan dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah
Kota Kediri tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2025-2029 Sesuai Hasil Evaluasi Gubernur;

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);



10.

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801 );
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan [fmbamn Negara Republik
[ndonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 :entang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6987);

. Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyvusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);



Memperhatikan

Menetapkan :

KESATU

11.

12.

13.

14.

15.

16.

&

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan
dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor
127);

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka - Panjang Daerah Tahun 2025- 2045 (Lembaran
Daerah Kota Kediri Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Kediri Nomor 95), A

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahup 2024 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2024 — 2044 (Lembaran Daerah Kota
Kediri Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri
Tahun 2024 Nomor 99);

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.3.1/591/013/2025
tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri
tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Kediri tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TENTANG PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029
SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR.

: Menyetujui hasil penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2025-2029.



KEDUA : Hasil penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran
vang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 26 Agustus 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

WAKIL KETUA DPRD,

g

SUDJONO TEGUH WIDJAJA, SE



